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Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini

kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang
berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan

dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.
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No Media Tanggal News Title Resume
Bisnis Dari Normalisasi, Titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat
1 | Indonesia, Hal. | 3Januari 2019 Sudetan Hingga sebanyak 97 titik, DKI Jakarta 97 titik, dan Banten 9
16 Waduk titik.
Bisnis TOD Lebih Dipilih | Pembangunan infrastruktur membuka peluang bagi
2 | Indonesia, Hal. | 3 Januari 2019 Ketimbang Pinggir pengembang untuk membangun kompleks property
16 Tol yang berdekatan dengan proek prasarana itu
Pertegas Kebijakan Banjir dan Iong§qr masih men_jadi potensi F_erjadi.
3 | Kompas, Hal1 | 3Januari 2019 : Perlu upaya antisiasi semua pihak dan kebijakan
Atasi Bencana :
menyeluruh guna mengatasi bencana berulang
Bencana banjir terus terjadi di Jakarta dan sekitarnya.
4 | Kompas, Hal 10 | 3 Januari 2019 Gagal Atasi Banjir Selain cuaca ekstrem, "”g'fungf’.‘.“ rusak dan k_)urukn){g
tata kelola untuk mengatasi banjir turut memicu banjir
besar
Pegiat Lingkungan
5 | Tempo, Hal 1 3 Januari 2019 Ungkap Dampak Mahkamah Agung mencabut PP No. 104 tahun 2015

Negatif Alih Fungsi
Hutan

yang mengatur alih fungsi kawasan hutan




3 Januari 2019

Tanggal

Dari Normalisasi, Sudetan Hingga

Waduk

Bisnis Indonesia, Hal. 16

Titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 97 titik, DKI Jakarta 97 titik,

dan Banten 9 titik.
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P ATASI BANJIR JAKARTA

Dari Normalisasi, Sudetan Hingga Waduk
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3 Januari 2019
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TOD Lebih Dipilih Ketimbang P
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Bisnis Indonesia, Hal. 16

Pembangunan infrastruktur membuka peluang bagi pengembang untuk membangun

kompleks property yang berdekatan dengan proek prasarana itu
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Judul Pertegas Kebijakan Atasi Bencana | Tanggal | 3 Januari 2019
Media Kompas, Hal 1
Banjir dan longsor masih menjadi potensi terjadi. Perlu upaya antisiasi semua pihak dan
Resume .. .
kebijakan menyeluruh guna mengatasi bencana berulang

Pertegas Kebijakan Atasi Bencana

Cusca buruk dgorediiond okan berlessung dalaen sepeban ke depan. Thasgl dan fesypsot dipoodibod D torgadi
Bt Pect opay o cemisipust e semuss pibak dan Rt ek meny edaruh guna messzisiesd hencana berulang

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan
pemerintah di wilayah Jabo-
detabek untuk mengatasi banjir
melemah selama beberapa ta-
hun terakhir. Banjir kali ini
menjadi peringatan untuk se-
gera memperkuat  kebijakan
dan meningkatkan koordinasi
antardaerah di tengah tingginya
potensi hujan ekstrem.

Banjir di DKI Jakarta pada
dua hari terakhir terjadi karena
tign faktor, yaitu curah hujan
lokal ekstrem, air laut pasang,
dan banjir kiriman dari hulu.
Banjir yang memaksa 31,232
jiwa di Jakarta mengungsi dan
22 orang tewas di Jabodetabek
ini menunjukkan ketidaksiapan
infrastruktur pemerintah da-
lam mengatasi banjir,

Menurut data curah hujan
dan ketinggian muka air di pin-
tu air, banjir yang terjadi pada
Rabu (1/1/2020) pagi diakibat-
kan hujan lokal di Jakarta, De-
pok, Bekasi, dan Tangerang sen-
diri, bukan banjir kiriman dari
hulu, Tinggi muka air di Pintu
Air Manggarai sudah memasuki
status Siaga 2 pada Rabu sekitar
pukul 0300, dan Pintu Air Pa-
sar Depok baru memasuki Siaga
2 sekitar pukul 0900 saat ke-
tinggian air di Manggarai sudah
tinggi.

Sementara Pintu Air Katu-
lampa di Kabupaten Bogor baru
memasuki Siaga 2 pada pukul
0900, Artinya, ketinggian air

>> BACA JUGA:

Siaga Cegah Banjir
Pemerintah semestinya
memilih solusi menyeluruh
agar persoalan banjir di Thu
Kota bisa diselesaikan de-
ngan baik. KOMPASID

klik kompas.id/siagabanjir
BACA JUGA HLM 2, 17 DAN 18

di Jakarta sudah tinggi, semen-
tara air kiriman dari hulu belum
datang.

Empat sungai meluap, vaitu
Ciliwung, Cakung, Krukut, dan
Kali Sunter, Demikian juga sa-
luran-saluran air sehingga be-
lasan ruas jalan vital terendam
hingga mengganggu transpor-
tasi. Kondisi ini menunjulkkan
daya tampung sungai-sungai
dan saluran air Jakarta tidak
memadai dalam menghadapi
curah hujan ekstrem, bahkan
tanpa diperparah banjir kirim-
an sekalipun.

Presiden Joko Widodo me-
minta penanganan banjir yang
melanda sejumlah wilayah di-
lakukan secara bersama, baik
pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, maupun pemerintah
kabupaten/kota,  Masyarakat
juga perlu saling membantu,
baik dalam menolong korban

bencana
lingkungan.

Banjir yang melanda pada
awal tahun ini bukan hanva
disebabkan kerusakan ekosis-
tem. Namun, faktor lain adalah
perilaku  sering  membuang
sampah di mana-mana. Karena
itu, semua faktor ini harus di-
tangani secara bersama.

"Ini harus dikerjakan ber-
sama-sama, Pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pe-
merintah kabupaten/kota  se-
muanya bekerjn sama  dalam
menangani ini, Karena ada yang
disebabkan oleh kerusakan eko-
sistem, kerusakan ekologi vang
ada, tetapi juga ada yang me-
mang karena kesalahan kita
yang membuang sampah  di
mana-mana, banyak hal” kata
Presiden di Gedung Bursa Efek
Indonesia,  Jakarta, Kamis
(2/1/2019).

Kerja sama lintas pemerin-
tahan juga diperlukan agar se-
mua aspek penanganan ben-
cana ini bisa dilakukan dengan
baik. Kendati demikian, fokus
utama saat ini tetap evakuasi
korban banjir,

Setelah korban tertangani,
pemerintah - mempersiapkan
infrastruktur untuk menganti-
sipasi banjir ke depan. "Tetapi,
yang paling penting. pada saat
kejadian sekarang ini, adalah

maupun  menjaga

(Bersambung ke him 11 kol 1-2)




Jabodetabek melambat

Untuk Jabodetabek, kebijalk-
an mengantisipasi banjir belum
ada yang tuntas dikerjakan. Di
kawasan hulu, perbaikan ka-
wasan resapan air dan me-
ngembalikan atau mengganti
situ-situ vang hilang di Depok
belum juga terlihat hasilnya.

"Ini cerita lama yang befum
teratasi. Dacrah aliran sungai
dan resapan di Kabupaten Bo-
gor dan Depok mengalami alih
fungsi schingga rusak. Situ-situ
di Depok banyak yang sudah
hilang, Langkah penertiban dan
membuat  daerah  resapan
pengganti belum terlaksana,”
kata Ketua Harian Forum DAS
Nasional Chay Asdak.

Di Jakarta, pelebaran kali
vang lazim disebut normalisasi
Ciliwung terhenti selama dua
tahun, yaitu 2017-2018. Penye-
babnya, tidak ada pembebasan
lahan dari Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta sehingga Balai Be-
sar Wilayah Sungai Ciliwung
Cisadane (BBWSCC) tidak bisa
melanjutkan pelebaran dan pe-
nataan bantaran kali selama
dua tahun tersebut.

Tahun 2019, pengerjaan pe-

Untuk Kali Ciliwung, lebar
ideal adalah 40-50 meter
dengan lebar sempadan sungai
15 meter di dua sisi. Namun,
kenyatannnya, di alur sungai
vang belum tersentuh penata-
an, lebarnya rata-rata  hanya
17,5 meter. Sempadan pun pe-
nuh  dengan  permukiman
warga.

Bambang mengatakan, se-
panjang 16 km Ciliwung yang
sudah dinormalisasi, hampir se-
luruhnya sudah bebas banjir.
Sebagian kecil saja masih me-
luap karena belum tuntasnya
normalisasi dan di beberapa ti-
tik ada bolong-bolong

Chay menambahkan, Jakarta
perlu segera menambah daya
tampung air, baik dengan mem-
bangun danau dan waduk mau-
pun penataan sungai dan ban-
taran tanpa lagi membenturkan
konsep naturalisasi dengan
normalisasi. Namun, Jakarta
tak bisa sendiri. Semua peme-
rintah daerah di area Jabode-
tabek dan pemerintah pusat ha-
rus bekerja sama dalam meng-
antisipasi banjir.

(IRE/SYA/DIT/ZAKAIOG/
DEA/HLN/INA/NTA/INK/
FAL/DIV/AYU/DAN/ERK)

Penyebab Banjir di Jabodetabek X
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Judul

Gagal Atasi Banjir

| Tanggal

| 3 Januari 2019

Media

Kompas, Hal 10

Resume

Bencana banjir terus terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrem, lingkungan
rusak dan buruknya tata kelola untuk mengatasi banjir turut memicu banjir besar

Gagal Atasi Banjir

Bencana banjir terus terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrem, kerusakan
lingkungan dan buruknya tata kelola untuk mengatasi banjir turut memicu banjir besar.

anjir bukan peristiwa ba-

ru di Jukarta. Sejak Jan

Pieterszoon Coen mem-
bangun kota ini di muara Su-
ngai Ciliwung pada 1619, banjir
berulang kali melanda. Meski
berbagai upaya dilakukan, ban-
Jjir Jakarta terus terjadi.

Hanya tiga tahun sejak
dibangun, pada 1621, Batavia,
nama lama Jakarta, kebanjir-
an. Banjir juga terjadi pada
1654 yang menyebabkan kota
tua Jakarta ditinggalkan, Per-
lahan, pertumbuhan kota
mengarah ke selatan.

Menurut Restu Gunawan,
sejarawan yung meneliti riwa-
vat banjir Jakarta, dalam bu-
kunya, Gagalnya Sistem Kanal
(2010), akhir abad ke-18, ada
perpindahan besar-besaran
warga Batavia ke daerah lebih
tinggi di selatan, vaitu Welte-
vreden, Jadi, Weltevreden yang
semula hutan dan rawa-rawa
berkembang pesat. Apalagi pa-
da 1807, Herman Willem
Daendels menjadikan Welte-
vreden sebagai pusat pemerin-
tahan kolonial Belanda di Asia,

Namun, banjir tak beranjak
perg, tetapi kian menjadi
karena okupasi area resapan di
utara. Pada 1 Januari 1892,
Weltevreden kebanjiran, Se-
perti ditulis koran Siang Po,
banjir terjadi setelah turun hu-
jan lebat delapan jam dengan
curah hujan tertinggi 286 mi-
limeter per hari. Setahun ke-
mudian, banjir lebih besar me-
landa. Hampir seluruh kota
(emndum

Batavm kembnh b'lnjll' pad'\
1895, 1899, 1904, dan 1909, Pe-
merintah kolonial dinilai gagal
mengatasi banjir. Pada 19 Feb-
ruari 1909, koran de Loco-
motief menulis berita berjudul
“Batavia Onder Water”,
pelesetan dard singkatan BOW
(Burgerlijke Openbare Wer-
ken), kantor yang menangani
sarana dan prasarana pemerin-
tah, termasuk pengairan.

Sebaran Hujan Jabodetabek

Wilayah Jebodetabek umumnya hujan sedang hingoa ekstrem, Kansentrasi hujan

mearata di seluruh wilayah Jabodetabek. Curah hujan harian tinggi terukur di
Bandara Halim Perdanakusuma yaitu 377 milimeter.

Peta Sebaran Hujan Jabodetabek

31 Desember 20198 pukul 07.00 WIB
hingga 1 Januari 2020
pukul 07.00

Katerangan

Tidak hujan  Ringen Sadang Lebat Sangat lebat  Ekstrem
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Pada Januari 1918, Batavia
dilanda banjir hebat sehingga
melumpuhkan aktivitas kota
ini sebulan. Banjir terus ber-
ulang di Batavia, hingga nama
kota berubah menjadi Jukarta
dan menjadi ibu kota Indo-
nesia.

Berganti-ganti penguasa, de-
ngan janji politik mengatasi
banjir Jakarta, jadi pepesan
kosong. Penelusuran di Pusat
Informasi Kompas menemu-
kan, hampir tap tahun ada be-
rita banjir Jakarta. Sejak 1965
sampai awal 2000, ada 17.192
artikel banjir Jakarta.

Pemicu awal

Hujan lebat menjadi pemicu
awal banjir Jakarta. Analisis
BMKG menunjukkan, bebera-
pa kejadian banjir besar di Ja-
karta pada masa lalu, misalnya
pada 1918, 1979, 1996, 2002,
2007, 2013, 2014, dan 2015, da-
pat dikaitkan dengnan curah
hujan ekstrem dan fenomena
meteorologis membentukny

9 Februari 2015 pukul 07.00 WiB
hingga 10 Februart 2015
pukul 07.00

Menurut Kepala Pusat
Meteorologi Publik BMKG Fa-
chri Radjab, banjir di Jakarta
dan sekitarnya kali ini dise-
babkan curah hujan ekstrem,
di atas 150 mm per hari, me-
rata. Bahkan, curah hujan di
Bandara Halim Perdanakusu-
ma, Jukarta, 377 mm per hari
jadi rekor tertinggi dalam 154
tahun terakhir,

Anomali curah hujan tinggi

ini dipengaruhi penguatan alir-

an monsun Asia dan indikasi
jalur area konvergensi massa
udara atau pertemuan angin

monsun mlcrlmpls (ATCZ di

g

ntnzs Jnm b'lgmn utara, ITCZ
memicu pertumbuhan awan
amat cepat, tebal, dan masif
akibat penguapan dari lautan
sekitar Jawa yang menghangat
dan memasok kelimpahan
massa uap air bagi atmosfer.
Kajian Kepala Subbidang
Informasi Iklim dan Kualitas
Udara BMKG Siswanto
menunjukkan kesesuaian tren
kian seringnya banjir di Jakar-

Ko}ldlnn Banjir Besar dari Curah
Hujan BMKG Kemayoran
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ta dan kenaikan intensitas hu-
jan maksimum per tahun me-
nurut data curah hujan harian
150 tahun (1866-2015). Di Ja-
bodetabek, curah hujan harian
tertinggi naik 10-20 mm tiap
10 tahun.

Namun, aspek cuaca ini tak
bisa jadi pembenar bagi banjir
Jakarta dan sekitarnya yang
menelan sedikitnya 30 korban
jiwa Penvebab banjir di Ja-
karta tak hanya krisis iklim,
tetapi juga krisis ekologi dan
sosial berupa besarnya limpas-
an air dari area hulu antara
lain k.m:m mwknyn lulupm

vcgelnsx. berkumngnya dmmu
tempat penyimpanan air, men-
dangkalnya sungai akibat se-
dimentasi dan sampah, serta
penurunan daratan akibat di-
sedotnya air tanah,

Berbagai penyebab ini lama
diketahui. Solusi krisis iklim
tak mudah diatasi karena ber-
sifat global, tetapi krisis eko-
logi dan sosial seharusnya bisa
diatasi, (AHMAD ARIF)




Pegiat Lingkungan Ungkap Dampak .
Judul Negatif Alih Fungsi Hutan Tanggal 3 Januari 2019
Media Tempo, Hal 1
Resume Mahkamah Agung mencabut PP No. 104 tahun 2015 yang mengatur alih fungsi kawasan
hutan
NASIONAL

Pegiat Lingkungan Ungkap Dampak Negatif Alih
Fungsi Hutan

Mahkarnah Agung mencabut PP No. 104 Tahun 2015 yang mengatur alih fungs! kawasan hutan

- Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendukung putusan u; er!
JAKARTA jumlah organisasi masyarakat sipil mendukung putusan uji materi B

Mahkamah Agung yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015

tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Selama ini, Pegiat Lingkungan Ungkap Dampak Negatif

G % Alih Fungsi Hutan
aturan yang mengizinkan alih fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi
menjadi perkebunan itu kerap dijadikan tameng oleh perusahaan untuk Tiga Pengintai di Sekitar Rumah Novel Tak
Diperiksa Lagi

merambah hutan.

. : et L . Pasal Penjerat Tersangka Penyerang Novel
Direktur Komunikasi Yayasan Auriga Nusantara Svahrul Fitra menyvebutkan Dinilai Janggal

bahwa aturan mengenai alih fungsi hutan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo
melalui paket ekonomi dengan target mendorong investasi. Namun, kata dia, sejak
awal penerbitannya, aturan itu menuai kritik dari para aktivis lingkungan.
"Pengusaha nakal yang selama ini berinvestasi dengan mengabaikan prinsip-
prinsip investasi yang baik dan berkelanjutan diuntungkan.” kata Syahrul,
kemarin.

Syahrul mengatakan banyak pengusaha nakal di sektor sawit yang merambah
kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi untuk dijadikan kebun
sawit. Padahal kawasan hutan tidak diperkenankan dikonversi menjadi
perkebunan sawit. "Namun pemerintah bukannya melakukan penegakan hukum,
justru melegalkan penguasaan tersebut melalui PP 104 Tahun 2015," ujar dia.

Pekan lalu, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
sebagal penggugat mempersoalkan pasal yang mengatur prosedur alih fungsi
kawasan hutan menjadi perkebunan. Pasal 51 PP No. 104 juga dipersoalkan
lantaran menyatakan bahwa pemerintah melegalkan kawasan hutan yang telanjur
dialihfungsikan menjadi kebun selama satu daur tanaman pokok.

Menurut Syahrul, praktik pelepasan kawasan hutan menjadi kebun sawit sering
terjadi di Kalimantan Tengah dan Riau. Data yang diolah Auriga menemukan
bahwa terdapat 115.694 hektare kawasan konservasi dan 174.910 hektare hutan
lindung yang telah beralih fungsi menjadi kebun sawit.




Adapun jumlah keseluruhan kebun sawit yang berada di kawasan hutan mencapai
3,47 juta hektare, atau mencapai 20,2 persen dari keseluruhan kebun sawit vang
scluas 16,8 juta hektare. Data Kementerian Pertanian mencatat luasan sawit
terbesar berada di Riau dengan jumiah 3,38 juta hektare.

Auriga, yang bergerak di bidang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan,
juga menemukan sejumiah modus korporasi untuk mendapatkan amnesti melalui
PP 104. Pertama, korporasi secara sengaja mengkonversi kawasan hutan menjadi
kebun sawit tanpa izin. Tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Modus lainnya, perusahaan melakukan ckspansi perkebunan sawit melalui
pembakaran lahan di kawasan hutan. Setelah lahan terbuka dan kebun berdiri,
pemerintah menerbitkan izin dengan landasan PP No. 104. Syahrul mengatakan
tak mengherankan jika hampir setiap tahun Indonesia mengalami kebakaran
lahan dan hutan.

Juru kampanye Greenpeace, Rio Rompas, mengatakan perambahan oleh korporasi
berimplikasi pada kebakaran hutan seluas 1 juta hektare di hutan alam primer.
hutan gambut, dan kawasan konservasi sepanjang 2015-2018. "Paling parah
terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo. Di sana sudah dirambah habis-habisan
untuk sawit,” ucap dia.

Menurut Rio, perambahan dilakukan sejak lama oleh korporasi. Bahkan data
Waorld Wide Fund for Nature menemukan 7( persen dari 88 ribu hektare luas
Taman Nasional Tesso Nilo telah dikuasai oleh korporasi sawit. Dia mengatakan
pemerintah sama sckali tak melakukan penegakan hukum, tapi justru melegalkan
pelanggaran hukum tersebut melalui PP No. 104.

Rio mendesak pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Agung dengan mencabut
PP No. 104. Selain itu, pemerintah harus mengeluarkan data ithwal konsesi kebun
di kawasan hutan, schingga penegak hukum dapat melakukan penyelidikan
terhadap perusakan kawasan hutan.

Manajer Kajian Kebijakan Walhi Boy Even Sembiring menvatakan alih fungsi
kawasan hutan dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia
berujar, pada 2010 dan 2012, Presiden Yudhoyono juga menerbitkan aturan yang
sama tentang alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan. "Peraturan
pemerintah ini dibuat untuk memfasilitasi ketelanjuran, kebun-kebun di kawasan
hutan dilegalkan.” kata dia. AVIT HIDAYAT

Salin Rupa Hutan Menjadi Kebun Sawit
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